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ABSTRAK

Ketrine Jayanti : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam
Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh

Pembimbing  : Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas
penagihan pajak dengan surat teguran dalam penerimaan pajak reklame di Kota
Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota
Payakumbuh yang beralamat di JI. Veteran No0.70, Kelurahan Kapalo Koto
Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini
mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fakta, fenomena-fenomena, gejala,
peristiwa yang didapatkan sekarang. Sumber data diperoleh dari data primer dan
sekunder, dalam hal ini data sekunder yaitu data penerimaan pajak reklame di
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak reklame di
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2019-2021 mengalami
pencapaian target yang bervariasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya
penetapan target yang berbeda setiap tahunnya. Efektivitas Penagihan Pajak
Dengan Surat Teguran Dalam Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan
Daerah Kota Payakumbuh periode 2019-2021 secara keseluruhan tidak efektif
karena berada di persentase 31,57%. Sedangkan untuk kontribusi penagihan pajak
dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak Reklame tahun 2019-2021 secara
keseluruhan sangat kurang berkontribusi karena berada di persentase 4,79%.
Kemudian upaya Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam
meningkatkan penerimaan pajak reklame adalah dengan melakukan sosialisasi
yang bertujuan agar wajib pajak lebih dapat memahami pentingnya membayar
pajak tepat waktu dan menggunakan aplikasi sms center untuk mengirimkan Surat
Teguran
Kata Kunci : Penagihan Pajak Reklame, Surat Teguran, Penerimaan Pajak
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan komponen
terbesar serta sumber utama dalam negeri untuk menopang pembiayaan
penyelenggaraan dan pembangunaan nasional (Fernando, 2021). Mengingat
begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan
penerimaan pajak melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan (Muliari et al., 2011).

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua,
yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut
pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan
oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah. Sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah, dimana pemerintah daerah diberi keleluasaan
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk
pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus berusaha keras
meningkatkan sumber pendapatan daerahnya.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi
Sumatera Barat. Kota Payakumbuh memiliki lokasi yang strategis karena
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terletak pada jalur transportasi perlintasan antar provinsi yaitu provinsi
Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan
perekonomian di Kota Payakumbuh. Pertumbuhan perekonomian tersebut
terlihat pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh. Salah
satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang dapat diperoleh Kota
Payakumbuh adalah melalui penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pajak Provinsi yang
terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan,
dan Pajak Rokok. Kemudian Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari semua jenis pajak daerah Pajak Reklame merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang berperan dalam usaha peningkatan
pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh. Karena melihat dari kondisi
pemasangan Reklame yang semakin banyak baik yang diatas bangunan
maupun yang ditepi jalan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sehingga
mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh untuk melaksanakan pemungutan

Pajak Reklame secara efisien, efektif, dan ekonomis. Meskipun demikian,



dalam kenyataannya masih banyak ditemukan wajib pajak yang menunggak
pembayaran Pajak Reklamenya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak
daerah, pemerintah dibantu oleh beberapa cabang wilayah yang tersebar
diseluruh wilayah Sumatera Barat, salah satunya adalah Badan Keuangan
Daerah Kota Payakumbuh yang beralamat di JI. Veteran No.70, Kelurahan
Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh,
Sumatera Barat.

Berikut ini data tunggakan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh dari tahun 2019-2021.:

Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Reklame

Tahun Jumlah Tunggakan
(Rp)
2019 18.809.700
2020 70.501.800
2021 33.401.400

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah tunggakan
Pajak Reklame dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang mengalami naik
turun setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah tunggakan Pajak Reklame
mencapai sebesar Rp.18.809.700 dan mengalami peningkatan pada tahun
2020 sebesar Rp.51.692.100 hingga jumlah tunggakan pajak mencapai sebesar
Rp.70.501.800. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2021
sebesar Rp.37.100.400 sehingga jumlah tunggakan pajak menjadi sebesar
Rp.33.401.400.

Demi mengurangi jumlah tunggakan Pajak Reklame, maka salah satu cara

yang dilakukan olen Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh adalah



dengan menerbitkan surat teguran. Surat teguran adalah surat yang
dikeluarkan atau diterbitkan oleh fiskus dengan tujuan untuk menegur wajib
pajak karena dinyatakan belum melakukan pembayaran pajak. Dengan
diberlakukannya surat teguran, pemerintah mengharapkan wajib pajak
semakin sadar dan patuh dalam membayar pajak. Berikut ini jumlah
penerbitan Surat Teguran Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota
Payakumbuh pada tahun 2019-2021.:

Tabel 2. Jumlah Penerbitan Surat Teguran Pajak Reklame

Tahun Penerbitan Surat Teguran
(Rp)
2019 18.809.700
2020 70.501.800
2021 33.401.400

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui bahwa jumlah nominal Surat Teguran
yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Keuangan Daerah Kota
Payakumbuh terjadi secara naik turun. Dimana pada tahun 2019 ke tahun 2020
mengalami peningkatan jumlah penerbitan Surat Teguran, lalu pada tahun
2021 mengalami penurunan.

Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana
efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak
Reklame. Untuk itu perlu diketahui seberapa efektif penerimaan Pajak
Reklame dengan Surat Teguran dan seberapa besar kontribusi penerimaan
Pajak Reklame dengan Surat Teguran serta apa saja upaya Badan Keuangan
Daerah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sila,



2011) dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Dengan
Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Unit
Pelayanan Pajak Daerah Jatinegara Tahun 2012-2013” menjelaskan bahwa
penagihan pajak dengan surat teguran di UPPD Jatinegara tahun 2012-2013
dalam Kkategori tidak efektif, sedangkan untuk kontribusi penagihan pajak
reklame dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak reklame tahun 2012-
2013 dalam kriteria kontribusi sangat kurang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penelitian ini, peneliti
ingin mengkaji tentang “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat
Teguran Dalam Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah

Kota Payakumbuh”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul yang dikemukakan, peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dalam
penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota
Payakumbuh?

2. Seberapa besar kontribusi Pajak Reklame dengan Surat Teguran dalam
penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota
Payakumbuh?

3. Apa upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dalam penerimaan
Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
Besar kontribusi Pajak Reklame dengan Surat Teguran dalam penerimaan
Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam

meningkatkan penerimaan pajak reklame.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1.

Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai pajak reklame.
Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Keuangan
Daerah Kota Payakumbuh sebagai bahan masukan dan pertimbangan
dalam memahami efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam
meningkatkan penerimaan pajak reklame.
Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi

yang bermanfaat dan diharapkan untuk menambah pengetahuan para



pembaca mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran
dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.
Bagi Universitas

Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas khususnya
Mahasiswa Universitas Negeri Padang dan untuk informasi tertentu
tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam

meningkatkan penerimaan pajak reklame.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan
mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dalam
Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penagihan Pajak Reklame dengan surat teguran tahun 2019-
2021 secara keseluruhan tidak efektif, dengan persentase penerimaan
pajak reklame tahun 2019 sebesar 8,93%, tahun 2020 sebesar 21,11%,
dan tahun 2021 sebesar 64,67%. Kendala yang menyebabkan tidak
efektifnya penagihan Pajak Reklamenya melalui Surat Teguran di Badan
Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yaitu tingkat kesadaran yang masih
kurang ataupun secara sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya
unyuk membayar utang pajaknya dan kesulitan perekonomian.

2. Kontribusi penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran dalam
penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota
Payakumbuh dari tahun 2019-2021 tergolong sangat kurang. Penagihan
pajak dengan Surat Teguran yaitu hanya sebesar 0,50% ditahun 2019,
5,56% ditahun 2020, dan sebesar 8,30% ditahun 2021. Penyebabnya
hampir sama dengan ketidakefektifan penagihan dengan Surat Teguran
yaitu karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar

pajak.
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3. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk
meningkatkan penerimaan Pajak Reklame adalah dengan melakukan
sosialisasi dua kali dalam setahun melalui media radio dan menggunakan

aplikasi sms center dalam pemberitahuan Surat Teguran Pajak Reklame.

B. Saran
Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran
atau masukan kepada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
sebagai berikut:

1. Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diharapkan dapat
menambah jumlah personil di bagian penagihan sehingga penagihan Pajak
Reklame dengan Surat Teguran akan berjalan dengan efektif.

2. Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diharapkan dapat
melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan yang lebih efektif dan
efisien kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diharapkan dapat lebih
memaksimalkan pengiriman Surat Teguran berupa pesan singkat (SMS)

kepada wajib pajak dan meningkatkan penegakan sanksi.
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